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1. Visi dan Misi
Universitas

Visi :

“Menjadi Universitas yang unggul, bermutu, bermanfaat

dan bertaraf inetrnasional pada tahun 2029”

Misi :

“‘Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan

mampu bersaing pada tingkat nasional dan global, untuk

mewujudkan cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”

Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan
berbudi luhur.

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau
seni untuk pengembangan ilmu dan kemakmuran

masyarakat.

2. Tujuan Manual

Dokumen tertulis Manual Peningkatan/Pengembangan
Standar  Universitas Mercu Buana Yogyakarta
dimaksudkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan
mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-

masing standar.

3. Lingkup Manual
dan
Penggunaannya

Manual ini berlaku:

1. ketika pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan
dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar
tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar
ditentukan secara seragam atau berbeda-beda.
Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan,
atau 5 tahunan;

2. untuk semua standar pembiayaan.

4. Definisi Istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar
pembiayaan: upaya untuk mengevaluasi dan

memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik
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dan berkelanjutan.

2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar
didasarkan, antara lain, pada

a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu
sebelumnya;

b. perkembangan situasi dan kondisi universitas,
tuntutan  kebutuhan pemangku kepentingan
universitas dan masyarakat pada umumnya, dan

c. relevansinya dengan visi dan misi universitas.

3. Siklus standar pembiayaan: durasi atau masa
berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang

diatur didalamnya.

5. Langkah-langkah
atau Prosedur

1. Pelajari  laporan hasil pengendalian standar
pembiayaan.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk
mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan
mengundang pejabat struktural yang terkait dan
dosen.

3. Evaluasi isi standar pembiayaan.

4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan sehingga
menjadi standar baru.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam

penetapan standar pembiayaan

6. Kualifikasi
Pejabat/Petugas

yang
Menjalankan SoP

Pihak yang harus mengembangkann standar
pembiayaan adalah:

Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural
dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang

bersangkutan dan dosen.

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan
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Manual Penetapan Standar
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